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BUPATI KEPAHIANG 
PROVT SI BENG ULU 

PERATURAN BUPATI KEPAH[ANG 
NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAOIAN DAN PENETAP RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA 

Menimbang 

Mengingat 

KABUPATEN KEPAHIANG TAHU ANGGARA 2019 

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E A 

BUPATI KEPAHIA G 

a. bahwa bcrdasarkan PasaJ 12 ay t (1) Peraturan 
Pemerintah omor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapata.n dan Belanja 
Negara sebagaimana teJah diubah terakhir kali dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana 
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja egara, bupati/walikota mene pkan rincian 
Dana Oesa untuk setiap Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan bagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan 
Bup ti Kepahiang tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap De a di, .Kabupaten 
Kepahiang Tahun Anggaran 2019; 

f 
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabypat n 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 4349); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tcntang De a 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

3. Peraturan Pemerintah omor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lemba.ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor_ 5539), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 



C 

- 2 -
(Lcmbara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 omor 
157, Tambahan Lembaran gara publik lndones · 
Nomor 5717); 

4. Pcraturan P merintah omor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Des Yang Bersumber dari Anggaran P ndapatan 
dan Bclanja egara (Lembaran egara Republik 
lndone ia Tahun 2014 omor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 555 ), b g · m n 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran egara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

egara Republik Indone i omor 5864); 

5. Peraturan Presiden omor 107 Tahun 2017 tentang 
Rincian Anggaran Pendap tan dan Bclanja Negara Tahun 
An an 2018 (Berita egara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 244); 

6. Peraturan Menteri K uangan Nomor 50/PMK..07 /2017 
tentang Pengelolaan Tran fer kc Daerah dan Dan De 
{Berita egara Republi Indonesia Tahun 2017 omor 
537} ebagaiman t lah diubah dengan Peraturan 
Mcnterl Keuangan omor 112/PMK.07 /2017 (Berit.a 
Negara ~epublik Indone i Tahun 2017 omor 081); 

7 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/P K.07 /2017 
Tahun 2017 tentang Pcngelolaan Tran fer ke Daerah dan 
Dana De a (Berita egara Republik Indone i Tahun 
2017 omor 1970) Perubahan kedu atas Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07 /2017 tentang 
Pengelolaan Tran fer ke D erah dan Dan De {Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 081); 

8 . Peraturan Menteri Keuangan omor 226/PMK.07 /2017 
Tahun 2017 tentang P rubahan Rincian Dana Desa 
menurut D erah Kabupa en/Ko a Tahun Anggaran 2018 
(Berit.a Negara Republik tndone ia Tahun 2017 omor 
1970); 

9. Pcraturan Menteri Dalam egeri Nomor 20 Tahun 201 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Neg. a 
RepubJik Indonesia Tahun 2018 omor 611); · 

10. Pcraturan Menteri De PDT dan Tran migrasi omor 16 
Tahun 2018 tentang Pcnetapan Priorlta Penggunaan 
Dana De a Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1448) Perubahan a.tas Peraturan 
Menteri De PDT dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2018 (Berita egara Rcpublik Indonesia Tabun 
2017 Nomor 1359); 

11. Pcraturan Daerah Kabupaten Kepahiang omor 09 Tahun 
2018 ten tang Anggaran Pendapatan dan B lanj Daerah 
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran 
Dacrah Kabupa en Kcpahiang Tahun 2018 omor 09); 

• 

• 

• 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG E TA TATA C 
PEMBAGlAN DA PENETAPAN Rf CIAN DANA DESA SETIAP 
DE A DI KABUPATE KEPAHJA G TAHUN A GGARAN 2019 

BAB I 
KETENTUA UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati Kep hiang m1 yang dimaks 
dengan: 

l. Dacrah adalah Daerah Kabup ten Kepahiang 
2. Pemerintah Daerah adalah Bup · sebagai unsur 

penyclcngg a Pemcrintahan D crab yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan otonom. 

3. Bup ti dalah Bupati Kep hiang. 
4. Desa adalah e dan desa adat atau yang di ebut d ngan 

nama lain, l njutny disebut Dcsa, dalah ke tuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
be.rwcnang untuk m ng tur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan m arakat setempat 
berdasa.rkan prakar m yarakat, hak asal usu! , 
dan/ atau hak tradi ional yang diakui dan dihonnati 
dalam sistem pemerintahan Negara Ke tuan Rcpublik 
Indonesia. 

5. Dana Desa adalah dana ang be umber dari Anggaran 
Pendap tan dan Bclanja Negara yang dipcruntukkan bagi 
De yang ditran fer melalui Angga.ran Pendapatan dan 
Bclanja Daerah kabupaten/ko dan digunakan untuk 
membiayai peny lenggaraan pemerintahan, pelak anaan 
pembangunan, pcmbinaan kema yarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

6 . Pemerintah Desa adalah I<epala Desa atau yang di ebut 
dengan n ma lain dibantu perangkat Desa sebagai un ur 
penyclenggara Pcmerintahan De ; 

7. Jumlah Dess. adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh . , 
Kementenan Dalam Negeri. 

8 . Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Desa yan selanjutnya 
disingkat APBDc a, dalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa. 
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BAB ll 
PENETAPAN Rl CJAN DA A DESA 

Pasa12 

Rincian Dana D s tiap Desa di Kabup ten K pahian 
Tahun Anggaran 2019 dialoka ikan secara merata dan 
berkeadilan berdasarkan: 
a. aloka i da ar; 
b . alokasi afirmasi; dan 
c. alokasi formula. 

Pa al 3 

Alokasi d sar etiap Desa ebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf , dihitung berdasarkan alokasi dasar per 
kabupaten/ko dibagi jumlah desa ebagaimana telah 
ditctapkan dalam Jampiran Peraturan Presiden omor 107 
Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendap tan dan 
Belanj Negar Tahun Anggaran 2018. 

Pa 14 

) Alokasi Afirmasi · ap De e bagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada O Te ·nggal 
dan De Sangat Tertin al yang memiliki jumlah 
pcnduduk mi kin tinggi. 

(2) Alokasi Afirma i peJ" Desa dihitung dengan rumus 
sebagai berilrut: 

AA per D 

Keterangan: 

• AAK b/ Kota / {(2 D$1') + (1 DT)) 

AA per De a = Aloka i Afmnasi per Desa 

AAKa/ kotA • Alokasi Afirma i Kab / Kota Dalam 
Lampiran P rpre mengenai Rincian 
APB TA 2019 

DST • Jumlah De a Sangat Tertinggal yang 
memiliki jumJah penduduk miskin 
tinggi 

OT • Jumlah Dcsa Tertinggal yang memiliki 
jumlah penduduk miskin tinggi 

, 

(3) Bcsaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang 
mem.iliki jumlah penduduk miskin tinggj clihitung 
sebesar 1 {satu) kali Alokasi Afinnasi per Desa. 

(4) Bcsaran Alokaai Afinna i untuk Dcsa Sangat Tertinggal 
yang merniliki jum!ah pcnduduk miskin tinggi · dihitung 
aebeear 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa. 

(5) Dess. Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan 
Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah De Tertinggal 
dan Deaa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh 
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Kementerian Keuangan. 

Pasal 5 

Alokasi Formula sebagaimana dimak ud pada Pa al 2 huruf 
c, dihitung berdasarkan da jumlah penduduk, angka 
kemiskinan tua wilayah. dan indeks ke u1itan eografis 
yang her umber dari kementerian yan b rwenan dan/ u 
lemb~a yang menyelenggarakan uru an pem rintahan di 
bidang tati tik. 

Pasa16 

Penghitungan Aloka i Formula setiap Desa sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan 
formula b gai beriku : 
AF De • {(0,10 Zll (0,50 Z2) + (0,15 • Z3) + (0,25 • Z4) • AF 

Kab/Kot 

Keterangan: 
AF De 
Zl 

Z2 

Z3 

Z4 

AF Kab/Kota 

• Alokasi Fonnul ti p De 
.. rasio jumlah p nduduk i p D 

terhadap total penduduk De a kabupaten 
Kcpahiang. 

• rasio jumlah penduduk mi kin seti p Desa 
terhadap total pcnduduk mi kiI_i Desa 
kabupaten Kepahiang. 

,.. rasio lua wilayah setiap D a terhadap 
total lua wilayah De kabupaten 
Kepahiang. 

• ra io IKO setiap De a terhadap 1KG Des 
kabupaten Kepahiang. 

... Aloka 1 Formula kabupaten Kepahiang. 

Pasal 7 

Indeks kc ulitan gcografis D sebagaimana dimaksud 
dalam Pa al 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati 
Kepahiang berd sarkan data dari kemen erian yang 
berwenang dan/ atau lembaga yang menyelenggarakan 
urusan pemerin tab di bidang s ti tik. 

Pasal 8 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di 
Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpi ahkan dari Peraturan Bupati Ke-pahiang ini. 
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BABIII 
PENY ALURA DANA DESA 

Pa al 9 

(1) Penyaluran Dana De diJakukan m lalui 
pcmindahbukuan dari Rekening Ka Umum Daerah k 
Rekening K s Umum D a . 

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Da rah ke 
Rekcning Ka Umum O dilakukan paling lambat 7 
(tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening 
Kas Umum Daerah telah per yaratan penyaluran telah 
dipcnuhi. 

(3) Penyaluran Dana D dari R UO ke RKD tahap I 
dilaksanakan etclah Bupati Kepahiang m n rim : 
a . Peraturan Desa mengenai APBDe ; dan 
b. laporan reali asi penyer pan dan capaian output Dana 

De . tahun anggara belumnya, dari K De . 
(4) Penyaluran Dan Desa clari RKUD kc KD tahap II 

dilaksanakan tclah bupati Kepahiang menerima 
laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dan 
Desa tah p I dari Kepala De a . 

(5) Laporan realisasi penyerapan dan c pai output Dan 
De tahap l sebagaimana dimaksud pad ya (5) 
menunjukk n rata-ra realisa i penyerapan paling 
kurang sebe 75% (tujuh puluh lima pe n) dan rata­
rata capaian output menunjukkan paling kurang ebe ar 
50% (lima puluh persen) . 

(6) Capaian output sebagaiman dimaksud pada y t (4} 
huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata 
persentase capaian output dari eluruh kegiatan. 

(7) Penyusunan l poran realisasi pcnyerapan dan capaian 
output cbagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan 
ayat (5) dilakukan uai dengan bel referensi data 
bidang, kegiatan, ifa kegiatan, uraian output, volume 
output, cara pcngadaan, dan capaian output. 

(8) Dalam hal tabel refercn i data sebagaimana dimak ud 
pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input d ta, 
kepala de a dapat memutakhirkan tabel refcren i data 
dengan mcngacu pad peraturan yang diterbitkan oleh 
kementerlan/ lembaga tcrkait. 
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Aarv 
PEN U M DA A DE A 

~ 10 

(ll Dana D dipriorita kan untuk membi yai 
pcmb ngun n dan p m rd a n ma yarak y n 
( u i pnon ang d iteta pkan Ment ri D 
Pembangunan Daerah T r 'ngg I, dan Tran mjgr iJ . 

{ ) Dana De d p t cijgun an un uk membiayai kegi tan 
yang · d term.a uk dal m priori penggunaan Dana 
De scba aiman dimak ud p da aya (1) t I.ah 
mendap t pcrsetujuan Bupati. 

(3) Pcrsetujuan Bupati ebagaimana dimak ud pada ay (1) 
dibcrikan pad evalu i rancan an peraturan D 
mcngenai APBD 

P al 11 

( l) Pelaksanaan kcgiatan yang dibiayai dari Dana D sa 
berpedoman pada pcdoman tekni yang ditetapkan oleh 
Bupati Kepahiang men enai kegiatan yang dibiayai dari 
Dana De . 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 
diutamakan dilakukan ecara wakelol dengan 
menggunakan umber daya/ bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap enaga kerja 
dari rna yarakat De tempat. 

Pasal 12 

( l) Kcpala De a bcrtanggung jawab atas pcnggunaan Dana 
D sa. 

(2) Pemerintah Daerah dap melakukan pendamping 
penggunaan Dan De . 

BABV 
PELAPORAN DANA DE A 

P 1 13 

s 

(1) Kepala De menyamp 'kan l poran rcali i pcnyer pan 
dan cap Jan output D n De etiap t h p penyaluran 
kep Sup ti. 

(2) Laporan re I si pen erapan dan capai n ou :put Dana 
De b Im dim k ud p d t (1) rdiri 

penyer pan d n c i n output D n 
De un n n belumn i d 

b. laporan re Uaasi penyerapan dan c pal output D 
De tahap I. 

(3} Laporan r Ji i penyerapan d n c p i n output Dan 
D tahun n aran belumny gaim dimaksud 
p ya (2) hurur a diaa.mpaikan paling lam bat tangga1 7 
Januari tahun angg an berj n. 
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(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output D 

Desa tahap I sebagaimana dimak: ud pad.a a at (2) huruf b 
disampaikan paling lamb t tanggal 7 Juli tahun anggaran 
berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output s el 
batas aktu penyampajan laporan bagaiman 
dimak ud pada yat (3l dan yat ( li Kcpal De a dapat 
mcnyampaikannya pemutakhiran capaian output k p d 
Bup ti. 

B BVI 
S KSI 

Pi saJ l 

( 1) Bupati mcnund pcnyaluran Dan 
a . Bupati belum m nerim 

dimak ud dalam P A 
b. Tcrdapa Si D 

sebelumn 
dan/ u 

c. tcrd pa u utan d . 
daerah . 

(2) Penund 
dim ud 

( ) Dalam h sampai d ng n minggu pertam bul n uli 
tahun anggaran berjalan j Dan De di RKO tahun 
anggaran ebelumnya ma ih lebih be dari 30% ti 
puluh perscn). penyaJuran Dana De yang ditunda 
scbaga.imana dimaksud pada ayat (2) tidak d pa 
cliaalurkan dan mcnj di isa Dan De di RKUD. 

{5) Bupati mel porkan Dana De yang tidak disalurlcan 
scbagaimana dimaksud p d ayat (3) dan y t (4) kcpad 
Kepala KPP selaku KPA Penyalu..-an OAK Fisik dan Dana 
Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan bagaimana dimaksud 
pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 
anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf 
c disampaikan oleh aparat pengawas fung :ional di daerah 
dalam hal terdapa po n i atau telah terjadi 
penyimpangan penyaluran dan/ atau penggunaan Dana 
De . 
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(8) Rekomenda i cbagaimana dimak ud pad aya (7) 

disampaikan kepada Bupati dengan tembu an kep da 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran OAK Fisik dan Dana 
Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 
sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 9 . 

Pa al 15 

( 1) Bupati menyalurkan kembali Dana D 
dalam hal: 

y n ditunda 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaiman.a 

dimaksud dalam Pasal 14 aya (l) huruf a telah 
diterima; 

b. sisa Dana De a di RKD tahun anggaran ebelumnya 

kurang dari tau sama dengan 30%; dan 

c. tcrdapat usulan dari par t pengawa fungsional 

daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa 

sebagaimana dimak ud dalam Pasal 14 ay t (l} huruf 

dan huruf c berlangsun ampai dengan berakhirnya 

tahun anggaran. Dana Desa tidak dap t di alurkan gi 

ke RKD dan menj di i Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sis Dan Desa di RKUD bagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kep d Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran OAK Fi ik dan Dana Desa. 

(4) Bup ti membcritahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengen i Dana Desa yang ditund 

penyalurannya · mana dimak ud pada aya (2) 

paling lambat akhir bulan November tahun anggaran 

bcrjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan 

APBDesa tahun angga.r bcrikutnya. 

{S) Bupati menganggarkan kemba1i isa Dan D sa di RKUD 

sebagaimana dimak ud pada y t (2) dalam rancangan 

APBD tahun langgaran berikutnya sesu · dengan 

ketcntuan peraturan perundang-unda.ngan. 

(6) Dalam hal Dcsa telah mcmenuhi per yaratan penyaluran 
sebelum minggu pertarna bulan Juli tahun anggaran 

berjalan, Sup ti menyampaikan permintaan pcnyaluran 
sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKU 
ke RKUO kepada Kcpala KPPN selaku KPA Penyaluran 

OAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua 
bulan Juli tahun angga.ran bcrjalan. 
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P l 1 

l) Bupati m I kuk.an m p n alur n D n 

dalam hal etclah nk i pen 

pen alur D n D b g 'man dim k ud d I m 

P 14 {l) huruJ b, m ih terd pat Dana D 

dj RKD lebih d ri 30% (ti puluh p r en). 

(2) Pemoto pen aluran Dana D bagaimana 

dimaksud pada y (1) ditakukan p d p nyaJuran Dan 

De hun an an berikutnya. 

(3) Bup ti m laporkan pemotongan penyaluran Dana D 

di.male ud pad at (1) kep da Kepal KPP 
sel enyaluran DAK Fi ik dan D na sa. 

BAB VII 
KETE TUA PE UTUP 

P raturan Bupati 
diundangkan. 

ln.t 

Pasal 14 

mulai berlaku pada tangga] 

Agar setiap 
pcngundangan 
menempatkannya 
Kepahiang 

orang mengetahui, memerintahkan 
Peraturan Bupati m1 dcngan 

dalarn Beri Daerah Kabup ten 

G, I-

dangkan di Kcpahiang 
tan ,J◄L.-..-.,....,. 2019 

r 
.AP.!~ 

D ERAH KABUPATE KEPAHIA 0, 

~ERAH KABUPATEN KEPAHIANO TAHU 019 OMOR 


